
KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025 

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG 

Nama Kegiatan              : Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Pagu Kegiatan         : Rp. 10.000.000,- 

 

I. LATAR BELAKANG 

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan salah satu OPD teknis di 

Kabupaten Temanggung yang menangani permasalahan sosial di masyarakat. 

Dinas Sosial khususnya Bidang Pemberdayaan Sosial memiliki kewenangan untuk 

menggali potensi dan mengawasi dana yang beredar di dalam masyarakat 

Kabupaten Temanggung melalui ijin penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah 

(UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) atau yang lebih dikenal dengan 

pengumpulan sumbangan. 

Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyimpangan dan 

pelanggaran maupun hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyelenggaraan PUB 

dan UGB maka setiap masyarakat, organisasi, organisasi sosial, yayasan, LKS, 

maupun perusahaan terkait yang melaksanakan kegiatan tersebut di wilayah 

Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk melakukan perijinan dan pelaporan 

kepada Dinas Sosial. 

 

II. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan 

Barang 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang 

Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan 

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Pengumpulan Uang dan Barang 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1973 tentang 

Penertiban Penyelenggaraan Undian 

6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 73/HUK/2002 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis 

7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin 

Undian 

8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang 

Undian Gratis Berhadiah; 

 

III. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dari kegiatan ini adalah panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan 

program/ kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan ijin PUB dan UGB. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan 

masyarakat terhadap penipuan berkedok PUB dan UGB di wilayah Kabupaten 



Temanggung; tersedianya akses informasi mengenai PUB dan UGB baik kepada 

masyarakat, LKS, yayasan, organisasi sosial maupun organisasi atau perusahaan 

yang melaksanakan PUB dan UGB. 

IV. OUTPUT/KELUARAN 

Terlaksananya kegiatan UGB dan PUB yang tertib, transparan, akuntabel, dan 

tertib administrasi dalam kegiatan PUB dan UGB. 

V. OUTCAME 

Meningkatnya pemahaman masyarakat, organisasi sosial, yayasan, LKS, maupun 

perusahaan terkait mengenai kewajiban untuk melakukan perizinan PUB dan 

UGB. 

VI. SASARAN 

Masyarakat, Organisasi Sosial, LKS, atau Yayasan, dan Perusahaan terkait. 

VII. LOKASI  : Kabupaten Temanggung 

VIII. TIM/PANITIA  :  

Tim pelaksana pembinaan dan pemberdayaan terdiri dari Akademisi, Praktisi di 

bidang kesejahteraan sosial, Pekerja Sosial, dan Penyuluh Sosial. 

IX. TAHAPAN  : 

1. Validasi dan verivikasi 

2. Identifikasi masalah dan kebutuhan 

3. Penyusunan dan perencanaan kegiatan 

4. Pembuatan laporan 

5. Monitoring dan evaluasi 

X. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Bulan Januari s/d Desember 2025 

XI. PIHAK YANG TERLIBAT 

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Organisasi, Organisasi Sosial, Yayasan, 

Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan Perusahaan Terkait yang melakukan 

kegiatan PUB dan UGB 

XII. RINCIAN PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN 

Anggaran Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 

berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.10.000.000,- 

(Sepuluh  juta rupiah) digunakan untuk: 

Nomor Uraian Jumlah 

1 2 3 

5 BELANJA DAERAH 10.000.000 

5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 

5.1.02.01 Belanja Barang 4.200.000 

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.200.000 



5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 

Pelumas 

750.000 

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor- Alat Tulis Kantor 

686.000 

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kertas dan Cover 

414.000 

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor – Bahan Komputer 

140.000 

5.1.02.01.01.0052 Belanja makanan dan minuman rapat 2.210.000 

5.1.02.02 Belanja Jasa 5.800.000 

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000 

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau 

Pembahas, Moderator, Pembawa 

Acara, dan Panitia 

800.000 

5.1.02.02.12 Belanja kursus/ pelatihan, sosialisasi, 

bimbingan teknis serta pendidikan dan 

pelatihan 

5.000.000 

5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialiasi 5.000.000 

XIII. HAL –HAL LAIN 

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun tahun sebelumnya tetapi merupakan 

perubahan nomenklatur kegiatan karena menyesuaikan dengan ketentuan Permendagri 

No. 90 Tahun 2019. 

                          Temanggung,  8 Maret  2024      

 

 

 





















KERANGKA LOGIS KEGIATAN 
 TAHUN 2025 

 
PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG 
Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial Daerah Kabupaten/Kota 
Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Pagu Kegiatan : Rp. 135.000.000 
 

 

I. LATAR BELAKANG 

 Pembangunan Kesejahteraan Sosial tidak terlepas dari peran dan fungsi 

dari setiap komponen yang ada di masyarakat. Keterlibatan setiap komponen 

akan membantu mempercepat pengurangan/pemecahan masalah 

Kesejahteraan sosial. Kualitas dan kuantitas Pemerlu pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS) kini semakin meningkat dan kompleks 

karenanya keterlibatan setiap komponen dalam hal ini Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial mutlak diperlukan.  

 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat 

PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang 

dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan 

memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Agar peran serta PSKS 

ini dapat maksimal, sudah keharusan bagi pemerintah untuk memfasilitasi 

dan membantu proses pembinaan yang sistematis, terarah dan 

berkelanjutan.  

II. Dasar Hukum  

1. Undang Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial 

2. Undang Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin  

3. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial 

4. Peraturan Menteri Sosial nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional 

Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ( Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) ini diubah dengan 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2017 

tentang perubahan atas Peraturan Mentri Sosial Nomor 16 tahun 2017 

tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia penyelenggara 

Kesejahteraan Sosial. 

5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 28 tahun 2018 

tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25 tahun 2017 

tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 

 



7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25 tahun 2019 

Tentang Karang Taruna 

8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 10 tahun 2019 

tentang Pekerja Sosial Masyarakat 

III. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dari kegiatan ini adalah mewujudkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, berkarakter dan berdaya serta meningkatkan peran serta Potensi 

sumber kesejahteraan sosial dalam hal ini perseorangan, keluarga, lembaga  

maupun kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan 

sosial; menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat 

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosal. 

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya lembaga masyarakat yang 

berkwalitas dan berdaya sehingga mampu membantu dan mengentaskan 

penyandang masalah sosial di masyarakat dan terentaskannya penyandang 

masalah kesejahteraan sosial  

IV. OUTPUT / KELUARAN  

1. Terlaksananya kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan 

sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota; 

2. Terlaksananya pembinaan, pemberdayaan dan pengorganisasian 

lembaga PSKS. 

V. OUTCAME    

Meningkatnya kwalitas sumberdaya manusia Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial Kelembagaan Masyarakat dalam penyelenggaraan usaha 

kesejahteraan sosial. 

VI. SASARAN   :     : 

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKKS, IPSM, TAGANA, LKS, Karang 

Taruna, dan SLRT).   

VII. LOKASI   : Kabupaten Temanggung 

VIII. TIM / PANITIA  : 

Tim pelaksana pembinaan dan pemberdayaan terdiri dari Akademisi, Praktisi 

di bidang kesejahteraan sosial, Pekerja sosial dan penyuluh sosial. 

IX. TAHAPAN   : 

1. Validasi dan verifikasi  

2. Identifikasi masalah dan kebutuhan  

3. Penyusunan dan perencanaan kegiatan 

4. Pembuatan laporan 

5. Monitoring dan evaluasi 

X. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN  : Bulan Januari s/d Desember 

2025 



 

XI. PIHAK YANG TERLIBAT   

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah 

Kelurahan / Desa, dan PSKS Kelembagaan Masyarakat. 

XII. RINCIAN PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN  

Anggaran Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota tahun 2025 berasal 

dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 135.000.000,- 

(Seratus tiga puluh lima juta  rupiah) digunakan untuk: 

Nomor Uraian Jumlah 

1 2 3 

5.1 BELANJA OPERASI 135.000.000 

5.1.02 Belanja Barang Dan Jasa   75.000.000 

5.1.02.01 Belanja Barang   47.461.000 

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis     47.461.000 

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan – Bahan Bakar dan 

Pelumas 

4.500.000 

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan–Bahan Lainnya 1.915.000 

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan 

kantor- Alat Tulis Kantor 

3.926.000 

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan 

kantor- Kertas dan Cover 

2.400.000 

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan 

kantor- Bahan Komputer 

720.000 

5.1.02.01.01.0052 
Belanja Makanan dan Minuman 

Rapat 

  34.000.000 

5.1.02.02 Belanja Jasa 10.500.000 

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, 

Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 

Pendidikan dan Pelatihan 

10.500.000 

5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 10.500.000 

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.039.000    

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 

Negeri 

17.039.000   

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.289.000 

5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket 

Meeting Luar Kota 

9.750.000 



5.1.05 Belanja Hibah 60.000.000  

5.1.05.05 Belanja Bahan Hibah kepada 

Badan, Lembaga, Organisasi 

Kemasyarakatan yang Berbadan 

Hukum Indonesia 

60.000.000 

5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan 

Lembaga yang bersifat Nirlaba, 

Sukarela dan Sosial yang Dibentuk 

Berdasarkan Peraturan 

Perundang-Undangan  

60.000.000 

Grand Total 135.000.000 

 

XIII. HAL –HAL LAIN 

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun tahun sebelumnya tetapi 

merupakan perubahan nomenklatur kegiatan karena menyesuaikan dengan 

ketentuan Permendagri No. 90 Tahun 2019. 

             Temanggung, 8 Maret 2024 
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